
Kabupaten Konawe. 
Anggaran 

Cara Pergeseran 
Belanja Daerah 

Bupati tentang Tata 
Pendapatan dan 

Peraturan 

sebagaimana 
menetapkan 

a. bahwa dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah 
dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, 
transparan, dan bertanggung jawab dengan 
memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat 
untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan 
perundang-undangan perlu adanya pengaturan 
mengenai tata cara pergeseran anggaran baik antar 
organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar 
kegiatan dan antar jenis belanja , antar objek belanja 
dan/ atau an tar rincian objek belanja serta akibat 
belanja dikarenakan . untuk keperluan mendesak 
dan/ atau berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang­ 
undangan; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (7) 
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah dan BAB VI huruf D 
Angka 1 huruf m Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 
Keuangan Daerah, perlu mengatur Tata Cara Pergeseran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Konawe dengan Peraturan Bupati; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan 
dimaksud huruf a dan huruf b perlu 

BUPATI KONAWE, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA 

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KONAWE 

PERATURAN BUPATI KONAWE 
NOMOR Ii TAHUN 2022 

TENTANG 

BUPATl KONAWE 
PROVINS! SULAWESI TENGGARA 

Menimbang 

-r-r-:: .-,..j 



sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 

Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia N omor 6801); 

Peraturan Perundang-undangan Pembentukan 

6409); 

4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang - Undang Nomor. 25 Tahun 2004 Tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 

Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4421 ); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia; 

2. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1822); 

3. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Be bas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2019 ten tang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

Mengingat 



7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 

tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat 

dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

8. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan .Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 20Q4 Tentang 

Perubahan Nama Kabupaten Kendari Menjadi 

Kabupaten Konawe (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 103); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5402) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 

23 Tahun . 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 20l2 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5340); 

11. Peraturan .Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang 

Dana . Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575 ); 



12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 

Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5155); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ten tang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repuiblik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Hak dan Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negra Republik Indonesia Nomor 6057); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun .2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran . Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

80 Tahun .2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 157); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 



Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksU:d dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memi±npin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Konawe. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Konawe. 
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe. 
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah unsur pembantu 

Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah. 

7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat 
SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah 
Daerah yang melaksanakan PengelolaanKeuangan Daerah. 

Pasal 1 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten 

Konawe Tahun 2016 Nomor 174) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 

Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah 

Kabupaten Konawe Tahun 2021 Nomor 257); 

19. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe 

(Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2021 

Nomor 256). 



(1) Pergeseran anggaran dapat dilakukan: 

a. Adanya perubahan dan dinamika yang berkembang . atau adanya 

ketentuan peraturan perundang-undangan dan/ atau belanja untuk 

keperluan mendesak; dan 

b. Antar organisasi , antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, 

antar sub kegiatan dan antar kelompok, antar jenis, antar obyek, antar 

rincian objek dan/ atau sub rincian obyek. 

Pasal 2 

BAB II 
PERGESERANANGGARAN 

APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah. 

12. Pergeseran anggaran adalah perubahan dan/atau pergeseran anggaran 

belanja daerah yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksana Anggaran 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD}, baik berupa penambahan 

dan/ atau pengurangan. 

13. Dokumen Pelaksana Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA­ 

SKPD adalah dokumen yang memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 

yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh . pengguna 

anggaran. 

14. Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya 

disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan 

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang digunakan sebagai dasar 

pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran. 

8. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disebut BPKAD 

adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe. 

9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah 

tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala 

Daerah dalam rangka penyusunan APBD. 

10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD 

adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan 

APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. 

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 
I 



(2) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang 
dilakukan sebelum perubahan APBD~ dapat dilakukan tanpa melakukan 
perubahan Perkada penjabaran APBD terlebih dahulu. Ketika perubahan 
APBD dilakukan, pergeseran anggaran tersebut ditetapkan dalam Perkada 
perubahan penjabaran APBD.- 

(1) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD 
sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf b yaitu : 
a. Pergeseran antar objek dalam jenis yang sama. Pergeseran 1n1 dapat 

dilakukan atas persetujuan sekretaris daerah; 
b. Pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama, Pergeseran ini 

dapat dilakukan atas persetujuan PPKD; 
c. Pergeseran antar sub rincian objek dalam rmcian objek yang sama. 

Pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan PPKD; dan 
d. Perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek dapat 

dilakukan atas persetujuan Pengguna Anggaran. 

Pasal 4 

Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana 
dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf a yaitu : 
a. Pergeseran antar organisasi; 
b. Pergeseran antar unit organisasi; 
c. Pergeseran antar program; 
d. Pergeseran antar kegiatan, 
e. Pergeseran antar sub kegiatan; 
f. Pergeseran antar kelompok; dan 
g. Pergeseran antar jenis. 

Pasal 3 

(3) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh 
Bupati. 

(4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) , 
diformulasikan dalam perubahan DPA SKPD. 

(2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri 
atas: 
a. Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD; dan 
b. Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD. 



(1) Pihak terkait SKPD mengusulkan pergeseran anggaran berdasarkan situasi 
dan kondisi pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan. 

(2) Atas usulan tersebut : 
a. TAPD mengidentifikasi perubahan perda APBD yang diperlukan jika 

pergeseran anggaran merubah perda APBD; 
b. Sekda/PPKD/Pengguna Anggaran memberikan persetujuan jika 

pergeseran anggaran tidak merubah perda APBD. 
(3) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menyiapkan perubahan 

DPA SKPD sebagai dasar pelakeanaanpergeseran anggaran. 
(4) Perubahan DPA-SKPD tersebut disetujui oleh Sekda dan disahkan oleh 

PPKD. 

Pasal 7 

BAB III 
PELAKSANAAN 

(1) Pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkanperubahan 

APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala 

Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Kondisi tertentu 

tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas 

pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah. 

(2) Jika pergeseran tersebut · dilakukan sebelum perubahan APBD, 

pergeseran/ perubahan anggaran ditampung dalam Perda perubahan 

APBD. 

(3) Jika pergeseran tersebut dilakukan setelah perubahan APBD, dilaporkan 

dalam Laporan Realisasi Anggaran. 

(4). Pergeseran anggaran dilakukan dengan menyusun perubahan DPA-SKPD. 
(5) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD mengikuti 

ketentuan mekanisme perubahan APBD. 
(6) Pergeseran anggaran diikuti dengan pergeseran anggaran kas. 

Pasal 6 

Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) dapat 

dilaksanakan berdasarkan Perubahan DPA-SKPD. 

Pasal 5 

(3) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang 

dilakukan setelah perubahan APBD ditampung dalam laporan realisasi 

anggaran. 
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BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2022 NOMOR: .~ 

PA RAF 

2022 

Diundangkan di Unaaha 
Pada tanggal, l 'NMNIJ.~ 2022 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe. 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Pasal 10 

BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 

Format usulan pergesaran anggaran termuat dalam lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal9 

BABV 
LAIN-LAIN 

Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengawasan penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah, melakukan pembahasan atas usulan pergeseran 

anggaran. 

Pasal 8 

BAB IV 
PENGAWASAN 



KEPALA SKPD , 

Tembusan: 
1. Sekerataris Daerah Kab. Konawe di Unaaha; 
2. Kepala BAPPEDA Kab. Konawe di Unaaha; 
3. Kepala BPKAD Kab. Konawe di Unaaha; 
4. Arsip,- 

Demikian untuk dimaklumi dan atas pertimbangan Bapak 
diucapkan terima kasih. 

Rincian perubahan dan rancangan DPPA-SKPD sebagaimana 
terlampir. 

Berdasarkan hal tersebut diatas, kami mohon pertimbangan 
Bapak untuk dapat kiranya usulan pergeseran anggaran dimaksud 
dibahas oleh TAPD untukselanjutnya dimasukan dalam Peraturan 
Bupati. tentang Perubahan Penjabaran APBD sebagai dasar 
penerbitan DPPA-SKPD. 

Dengan memperhatikan ketentuan pergeseran anggaran yang 
tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor . . . . . . . Tahun 2021 
tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah, dengan ini kami mengajukan usulan pergeseran anggaran 
belanja dengan alasan dan 
pertimbangan sebagai berikut: 
1 . 
2. ································ 
3 .... dst ... 

Unaaha 

Kepada 
Yth. Bupati Konawe 

di- 

20xx Unaaha, 

Nomor 
Lampiran 
Perihal : U sulan Pergeseran Anggaran 

KOP SURAT 
SKPD 

FORMAT SURAT USULAN PERGESERAN ANGGARAN 

TAHUN 2022 
2022 

TATA CARA PERGESERAN 
ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DAERAH 
KABUPATEN KONAWE 

NOMOR 
TANGGAL 
TENTANG 

PERATURAN BUPATI KONAWE LAMPIRAN 



KEPALA SKPD , 

( di buatkan dalam bentuk tabel ) 

DAFTAR RINCIAN USULAN PERGESERAN ANGGARAN 


